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PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sak
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XxXxxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir Ulu Suliti,
18 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Xxxxx
XXxXxxxX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXXX XXXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX,  XXXXXXXKK XXXXXXK,  XXXXXXXXX
xxxx dan dalam hal ini beralamatkan elektronik
dengan email:  XXXXXXXXXXXXXX,  sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 1404041109910006, tempat dan tanggal lahir
Tembilahan, 11 September 1991, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di KOTA PEKANBARU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari
2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sak,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Siak
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 09 Mei 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

e Anak, NIK: xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru 03 Januari
2018, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (Kelas 1);

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik
orang tua Tergugat yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX selama 1 Tahun lamanya. Kemudian terakhir pindah ke rumah
kontrakan yang beralamatkan di XXXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXX hingga
berpisah;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan November
tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus disebabkan oleh karena:

a) Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dengan cara menampar bagian wajah, memukul bagian wajah
dan menjambak rambut Penggugat serta menendang Penggugat ketika
hamil;

b) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

c) Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah Tangga
Penggugat danTergugat;
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6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak akhir bulan Februari tahun 2022 yang menyebabkan antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan
kembali ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali dihadapan anak.
Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cg.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
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SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun kepadanya Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sak
tanggal 17 Januari 2025 dan 5 Februari 2025, dan ternyata ketidakhadiranya
itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik
pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat
sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat
kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah
untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat
perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti
persidangan secara elektronik/ e_litigasi, namun karena Tergugat tidak pernah
hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh
karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk
beracara secara elektronik/e_litigasi, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai

persetujuan untuk beracara secara elektronik/ e_litigasi, namun oleh karena
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perkara ini didaftarkan secara elektronik/e_litigasi, maka pemeriksaan perkara
a quo dilaksanakan persidangan secara elektronik/ e_litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal
persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan yang telah
disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan
sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan @ Agama  Siak  Sri Indrapura Nomor
62/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 16 Januari 2025 tersebut dibacakan, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat
didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XxXXxXx
tertanggal 09 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxxxxxxxX, Kabupaten Siak, Provinsi Riau telah
di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf.

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 44 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
SIAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

— Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat
secara sah, pada Mei 2016;

— Bahwa Saksi tahu ketika akan menikah Penggugat berstatus gadis,
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

— Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama dirumah sendiri yang beralamatkan di KOTA PEKANBARU;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Saksi tahu tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat

— Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak
harmonis dan sering cekcok, serta antara keduanya telah berpisah
selama 3 tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
kembali ke rumah orang tuanya;

— Bahwa Saksi pernah lihat percekcokan Penggugat dan Tergugat
namun tidak tahu masalahnya;

— Bahwa saksi pernah dengar bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT
kepada Penggugat;

— Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah melakukan mediasi;

— Bahwa Saksi telah menasihati dan melakukan mediasi antara
Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

— Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat

secara sah, pada Mei 2016;

— Bahwa Saksi tahu ketika akan menikah Penggugat berstatus gadis,
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

— Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama dirumah sendiri yang beralamatkan di KOTA PEKANBARU;

— Bahwa Saksi tahu tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat

— Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak

harmonis dan sering cekcok, serta antara keduanya telah berpisah
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selama 3 tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
kembali ke rumah orang tuanya;

— Bahwa Saksi pernah lihat percekcokan Penggugat dan Tergugat
namun tidak tahu masalahnya;

— Bahwa saksi pernah dengar bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT
kepada Penggugat;

— Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah melakukan mediasi;

— Bahwa Saksi telah menasihati dan melakukan mediasi antara
Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan
sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 141
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
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Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal
17 Januari 2025 dan 5 Februari 2025, dan ketidakhadirannya tersebut yang
tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang mana hal
tersebut termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang
beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim
berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat
tinggal di xxxxxxxxx xxxX, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak
ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut
diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat
mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai
mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat,
bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus
hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi
tanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian
sebagaiman ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan
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Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah
menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan
Majelis Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 65
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis. Pasal 115
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat
mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara
elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa
kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis
Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan
kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara
elektronik/ e_litigasi, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya
Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan
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mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, akan tetapi meskipun
Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara
dan mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, karena perkara ini
didaftarakan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara a quo
dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan
Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik juncto ketentuan angka Il huruf C Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
363/KMA/SK/XIIf2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan
jadwal persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan
yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di
persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal
21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto
Ketentuan angka Ill romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan
Penggugat tertanggal 62/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 16 Januari 2025 tersebut
dibacakan, yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali
yang disebabkan oleh:

a) Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dengan cara menampar bagian wajah, memukul bagian wajah
dan menjambak rambut Penggugat serta menendang Penggugat ketika
hamil;

b) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

c) Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah Tangga Penggugat
danTergugat;

d) Puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
akhir bulan Februari tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke
rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali dihadapan anak. Sehingga sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin

hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tida pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini
adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi
mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan
mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg

jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencatri
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kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu
Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan
belum pernah bercerai menurut hukum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah
memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan
secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh
karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat,
dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan
tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim
patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan
ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan
keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan
pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal
ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim
menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang
saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
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gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus
dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi
yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan
bahwa saksi mengetahui secara langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat
telah sekian lama, tetapi telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan
hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya
pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat,
serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat
disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah
yang menikah pada 07 Mei 2016 di Kecamatanxxxxxxx, Kabupaten Siak;

— Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
anak yang saat ini masih diasuh Penggugat;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis,
antara keduanya sering terjadi pertengkaran, serta antara keduanya telah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama
itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasehatan oleh
keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah yang erat
kaitannya dengan privasi suami-istri, yang mana tidak semuanya dapat
diketahui oleh orang lain namun diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat
telah selama 3 tahun dan tidak ada niatan untuk kembali bersatu lagi, maka

majelis hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
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Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan
bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila
perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah
perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah
tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan
dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam
Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang berbunyi;
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Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak
juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang
berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa
keadilan, sebagaimana dalam kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq,

halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
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Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan
perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara
yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa
keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suami/ istri berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah
terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai
Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama
adalah talak bain shugra;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz
VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;
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Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana
ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)
meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya
(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura pada hari Jum’at, tanggal 14 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1446 Hijriah oleh A. Wafi, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Siswanto, S.H.l., M.H. dan Susi Endayani, S.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai
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Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

A. Wafi, S.H.l.,, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.l., M.H. Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Khairul Anuar, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Relaas Pertama Penggugat : Rp10.000,00
c. Relaas Pertama Tergugat : Rp10.000,00
d. Redaksi : Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan : Rp10.000,00
2. Biaya Proses - Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat :Rp0O
4. Panggilan Tergugat (3 Kali) : Rp500.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp250.000,00
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6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp910.000,00
(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Agmy, S.Ag.
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